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Abstrak lndonesia suilah xlayaknya memberikan

ryrhatian terladap perlindungan anak karma UUD
1945 pasal 28 B ayat 2 mmyatakan balata " Setiap

anak berhnk atas l<elangsungan hiilup, turnbuh

lcmbang serta berlwk atas plindungan dai l,e\<erasan

dan diskriminasi". Namun kenyataannyo realisasi dai
hak anak masih membutuhkan waktu yang lama di
Indonesia knrou kesaduan masyarakat masih rmilah.
Di samping itu, UU yang khusus mengatur tentang

pekerja anak baru ilisahkan pada tahun 2000. Mulai
masa penjajahan sampai dengan tahun 1999 undnng-
undang atalt peraturan yang eksplisit msngahtt
tentang pekerja anak belum aila. Pada tahun 2003

disal*an UU No. 73 tentaflg ketmagakrjaan yang di
dalanmya juga membahas xcan Husus masalah batas

usia atuk boleh bekerja dan terukhir pada tahun 2005

dikluarkan PP tentnng RPIMN 200+2009, yang di
dalafinya mmgatur kelarusan mmdengar dan

menywarakan pendapat don harapan anak sebagai

funtuk partisipasi aruk dalam praes pmfuangunan.

Llnt* itu aW yang telah dilalatkan pemeintah harus

ditlutung masyanket, ISM Perguruan Tinggi,

Serikat Pekerja, Asosiasi Pengtsaha, ProJesional, ilan

lain-lnin yang te*ait dengrn bidang ini, sehingga cita-

cita urulang-undang ini bis direalistsikan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja anak,

kekerasan te*adap anak
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PENDAHI,JLUAN

Masalah perlindungan pekeia anak di Indonesia dari masa
ke masa mengalami dinamika yang cukup menarik untuk
dikaji. Indonesia sebagai negara yang berazaskan pancasila
dan UUD 1945 merupakan negara yang sudah memberikan
hak asasi manusia termasuk anak-anak sebagaimana
termaktub dalam beberapa butir dan pasal yang ada dalam
Pancasila dan LIIID 1945.r NamuD pernyataan yang
sebenamya cukup jelas tentang persamaan derajat dan
penghapusan diskrininasi masih diabaikan karena
rendahnya kesadaran akan persamaan }IAM dan belum
adanya sebuah UU atau peratur:rn yang secara khusus
mengatur tmtang perlindungan HAM bagi arnk-anak
khususnya masalah pekerja anak.

Minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah
terhadap pentingnya perlindungan anak-anak dari segala

bentuk penindasan baru dirasakan setelah secara intensif
berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi terhadap pekerja
anak (dtild ltbour) di Indoneeia di angkat ke permukaan oleh
belbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (ISM;z 6urt
masyarakat dunia. Lahimya perhatian secara khusus
terhadap IIAM di lndonesia, khususnya terhadap Pekerja

Anak tidak dapat terlepas dari peran ISM dan masyarakat
int:rnasional dalam menciptakan gerakan-gerakan sosial

balrt (new social mooemmt) sebagai sebuah perlawanan
(op,oosition pouer) terhadap otoritas negara yang otoritatif
yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi.

I Ljhat d-l4n pasal 5 .yat (1), P.sd 11, Pacal 2), Pasal 27, Paod 31

ayeri (1), dan Paaal 34 Undaag-Uoderg Daeat 1945' d.u K€tet p.n M.iclis
Perousy.wrr.t n Rakyat Republik lodoaceie Nomor XVII/MPR/l98
tentrng Het Arasi Manusia;

2 Feaomeua iai iuga muocul di bcrbagai tares.lt Asie laiffy.'
seperti fiailand Viettram, d3n Filipina, aehingge dcngatr ccp.t fuu ini
mcrrjadi isu gtobal yang mcmb€rik n inspirasi kepada masyarekat dunia
tent og urg€Dci pcrmasalahea ioi.
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Advokasi terhadap anak -yang selalu mmjadi objek
penindasan dan eksploitasi secara politis, ekonomi, sosial,

maupun budaya masyarakat yang cenderung bersifat
patiar&i- dilakukan oleh banyak elemen khususnya LSM di
berbagai negara termasuk Indonesia. Gerakan tersebut
kemudian menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat
dunia pada konfererui HAM di Wina, 25 Juni 1993 yang
menghasilkan Deklarasi Vienna dan Program Alsinya yang
dipakai sebagai acuan dasar penegakan dan pemberdayaan
FIAM di dunia. D antara salah satu bagiannya menegaskan

tentang hak-hak anak
Berbagai bentul pembahasan tentang anak dalam skala

intemasional ini kemudian memberikan inspirasi kepada
pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konversi tentang
hak-hak anak (Conamtion on the Rights of the &ild) yang
berimplikasi yuridis dan mendorong lfimya peraturan-
peratuan perundangan yang berkaitan dengan hak-hak anak.
Akan tetapi, munculnya regulasi/perundangan tentang hak
anak sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang meliputi
politik, ekonomi, maupun sooial dan budaya masyarakat
Oleh karena itu, sangat menarik mengkaji secara historis
dinamika perundangan-undangan tentang pekerja anak di
Indonesia mulai dari masa penjajahan sampai dengan
sekarang.

DESKRIPSI PEKERJA ANAK PADA MASA KOLONIAL
BELANDA

Dalam berbagai Iiteratu seiarah di Indoneia, banyak
digambarkan bagaimana kondisi riil anak pada masa kolonial
Belanda. Seperti dipaparkan Geertz: bahwa pada masa

pemerintah kolonial Beland+ mayoritas anak-anak bangsa

Indonesia asli (Bumipuha) tidak dapat mengenyam

I Geertz, C. Agncuhwzl Involutioa (Eogl'nd, CaIrbridge:
UDivc.sity of CdiforDia Press) 19L
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pendidikan formal, sehingga sebagian besar dari mereka
harus bekerja pada pertanian-pertanian skala besar maupun
inrlustri-indusEi yang dikelola oleh Hindia Belanda. F{anya
selragian kecil anak-anak Indonesia (piyay dan bangsrwan)

maupun orang Golongan Timur Asing atau yang
dipersamakan dengannya, yang diperbolehkan mengikuti
pendidikan-pendidikan formal. Perlakuan yang berHa-beda
terhadap berbagai golongan masyarakat yang ada di
lndonesia, yang dituangkan dalan lndisclu Staat*egeling (131,

IS) memberikan implikasi tidak hanya pada dualisme hukum
yang dipergunakan, tetapi juga berdampak pada kehidupan
sosial dan pelanggaran FIAM.

Adanya perbedaan ns yiyayt dan uong d7& telah
berimplikasi pada kondisi sebagian besar anak-anak
Indoneia pada masa itu. Anak-anak yang masuk kategori

"wong cilik" telah akrab dengan "bekerja" baik di sektor
domestik maupun sektor publik Kemiskinan yang lekat
dangan wong cil* pada sebagian terbesar masyarakat
lndonesia menjadi alasan pembenaran adanya praktek-
praktek mempekerjakan anak dalam usaha memenuhi
kebutuhan keluarga, baik oleh orang tuanya sendiri maupun
oleh pihak pengusaha. Mereka pada umumnya dipekerjakan
di pabrik-pabrik Belanda seperti di pabrik gula, pabrik rokok
(klobot), batik teh, kopi, kutt, ubin/lantai, dan pabrik-pabrik
lai:rnya dengan jam kerja antara 8 -10 jam sehari.

Pada saat itu sebenamya telah ada beberapa aturan
hukum yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia,

seperti:
7. Ordonantie 17 Desember 1929 yang diPerbaharuhi

dengan Ordonantie No. 9 tahun 1949 mengenai

perubahan peraturan tmtang pembatasan kerja anak-
anak, dan

. Atau Stb. No.64?
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2. Ordonantie 27 Februari 7926s, mengenai pemturan
tentang p€keiaan anak dan orang muda di kapal.

Akan tetapi aturan-aturan tersebut masih mengandung sikap
ambivalersi. Hal itu terlihat dari adanya klausul
pengecualian (disctetion clausule) yang membuat kepastian
hukum terhadap pelarangan mempekerjakan anak di bawah
usia kerja menjadi kabur. Sebagai contofu Pasal 2 Ordonantie
27 Februai 1926 menyebutkan: "Arnk dibawah umur 12

tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan di kapal, kecuali
bila ia bekerja di bawah p€ngawasan ahlinya atau seorang
keluarga sampai derajat ketiga". Demikian juga halnya pada
Ordonantie 17 Desember 1925 yang memberikan batasan
terhadap bidang-bidang pekerjaan yang tidak diperbolehkan
untuk anak-anak .

Keadaan inilah yang antara lain memberikan celah

hukum terhadap praktek pekerja anak di masa kolonial
Belanda. Di sarnping itu, sikap sebagian besar masyarakat
Indonesia terhadap praktek pekerja anak melalui proses

enkulturasi "belcerja membantu orang hu" dan terbatasnya
fasilitas pendidikan formal bagi mereka, juga telah
menciptakan iklim yang subur terhadap praktek pekerja
anak.

Tampaknya, kemiskinan dan keterbatasan pendidikan
masyarakat desa saat itu merupakan medium yang permisif
terhadap praktek pekerja anak khususnya perempuan di
Jawa. Stereotipe masyarakat Jawa yang cenderung
mmsosialisasikan anak perempuan untuk bekerja hanya
pa.da sektor domestik dan tidak perlu untuk mengenyam

I At u Stb. No, 87, kcoudiar ddam Stb. No. 31 1972 b.risi tcatog
kekuacaea oraog tua terhadap enak &a perwdiao tedradap anak D.n
dalam Stb. No. 75 tahur 1933 bcriei tentarg h.k .r.k .tas idcotit s
khueueaye meogenai ekta kelahiran rnak begi b.r$a Iadooesia Xristca
Jawa, Madura, darr Minahasa. Eadaag Sumiarai dan Chandera Hdio,
Pcrlindoagan l{ukum tetfradap Anak dalam Hukuat Keluatg4
(Yo6rakenz. Universiras Ato.iaya, zrm), 8?-9L
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pendidikan yang tinggi membuat terganggunya
perhrmbuhan dan perkembangan anak.

PTKERJA ANAK SEIEII\H MASA KEMERDEKAAN
DITN DEKLARASI HAM PBB

Se1lelah Indonesia merdeka dan deklarasi FIAM PBB
dilaksanakan pada tahrm 1949r Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia PUHAM), perhatian serius negata-negara di
dunia semakin meningkat terhadap pengakuan FIAM,
khususnya untuk neg.ua sedang berkembang dan
terbelakang. Hal ini juga dibarengi dengan proses
modemisasi dan industrialisasi yang telah mendorong
teriadinya pembangunan dalam berbagai bidang. Lebih
lanfu! deklarasi HAM juga berimplikasi pada perlindungan
anak dan mendorong sebuah kerja sama lintas negara seiring
dengan perkembangan dunia menuju pada one uo d
prspectioes.

Perhatian masyarakat dunia terhadap perlindungan
an:rk tampaknya belum menymtuh pada tataran negara yang
sedlang berkembang seperti Lrdonesia. Terbukti,
perkembangan dan pertumbuhan kota-kota besar di
Indlonesia yang mendorong pada maraknya industrialisasi
telah menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang

98

6 Setelah deklarasi ini, UU teatang h.k anak irrga belum ada yaag
d€rryengkut mesalah pekeria aaek aieetaya uU No. 62 tahuo 1958 be.hi
t€rr.rg kee.lgllegaiaaa seoia4g .nak yaog diperolch kareaa ada
hubrmgarr deogan .yebny. at u itory., Iru No. 1 t hus lrtl te,.ttug
pedq*inrn di d.l^nnya e<le beLrrpa p.ad t€*ait anak yang b€b€r.pe
paealnya a& yeng hueur heBb.has hat( daa kewaiiban ant r. oreag tua
dan anal PP No. 9 ahun 1975 teoteag hak .s4k atau arak-ar.k iika suami
berietri lebih dad ecoraag, Surat Ederen No. IIIA l/l/2 tahr,tr lf8 tataag
reobu-ombu proeedur p.ngugk t r {r.k VNI ohh or.ng a.itrg, PP No.
l0 tehm 1983 yeag s.!.h s.tu p.sdtry. .& y.rg bcrisi tcataog h.k rnak
iita oarg tuanya be.cer.i, Surat Edaren Mcnte.i dalaD negeri No.
47LI/18yJ/PUOD teataag dispcns.si Fnyclesaiaa akta kelabina, Surat
E<lararr Meuteri Datam Negeri Na 474/E9)/PUOD teot ng Lpo.en
kelztriran enak luar uikah &a pengakuan aaak seca perkawinan kedua dan
sete.u&y. bagi golotrgaa Cln- dan Ercpall
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membutuhkan banyak tenaga tidak terampil (unskilled labour)

berpendidikan rendalu Keadaan ini mendorong terjadinya
peningkatan migrasi panduduk desa menuju kota secara

drastis. Migrasi juga disebabkan oleh teiadinya fragmentasi
tanah yang mengakibatkan terbatasnya sumber-sumber
produksi penduduk desa, sehingga mereka berusaha untuk
mencari penghasilan di kota yang tampaknya lebih
merrjanjikan.

Tingginya iumlah migrasi tanpa adanya
bekal/keahtia+ tentu berimplikasi sangat buruk terhadap
proses tumbuh kembang anak Apalagi daya dukung untuk
menciptakan infrastruktur kota terhadap pertumbulan
penduduk yang sangat c€pat iuga brbatas. Pada umumnya
mereka hidup pda bedary-beilmg (tempat tinggal seadanya)
di daerahdaerah yang terletak pada bantalan-bantalan
sungai naupun di pinggir-pinggir kota, dan berkelompok
srraru gcnealogis. Terbatasnya penghasilan orang tua mereka
dan perlakuarperlakuan salah terhadap mereka (child abuse),

pada umumnya merupakan faktor pendorong terhadap anak
untuk bekerja.

Namurl faktor lain yang tidak kalah penting terhadap
peningkatan jumlah anak yang bekerja adalah mekanisme
pasar tenaga kerja anak Anak dianggap sebagai barang
komoditi yang bemilai murah. Dengan melibatkan anak
dalam mekanisme pasar, maka keuntungan yang diperoleh
bagi pengguna jasa akan semakin banyak pula.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di desa-
desa. Fragmentasi tanah setelah pelaksanaan Landreform
7960, dan pertumbuhan penduduk yang cepat
mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi kehidupan
masyaralat desa. Sumber-sumber produlsi yang terbatas di
desa dengan jumlah penduduk yang bertambah
mengakibatkan terjadinya pemerataan kemiskirun (slured
poaerty) ser.ara struktural, yang secara langsung berakibat
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pada perkembangan anak. Permasalahan perlindungan
terhadap pekerja anak pada satu sisi lekat dengan kondisi
sq;ial ekonomi dari suatu masyarakatnya. Di sisi lainnya,
pernegakan hukum yang masih lemah, tidak hanya pada sisi
perrangkat hukumnya, akan tetapi juga pada terbatasnya
pengetahuan aparat penegak hukum yang berakibat
ter[adinya eksploitasi pekerja anak.

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 t€ntang
tenaga ke{a telah dijelaskan bahwa:"tenaga kerja adalah tiap
or6mg yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau
barang unfuk memenufu kebutuhan masyarakat".T
Pengertian ini belum menielaskan tentang batas usia
seseorang diperbolehkan bekerja, oleh karena itu pemerintah
memberikan batas minimum bekerja yaitu umur 10 tahun
tanpa ada batas umur maksimumnya.s

Pemilihan umur minimal boleh bekerja di Indonesia 10

bhun ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada umur
tersebut sudah banyak penduduk yang mampu bekerja dan
mencari pekerjaan di daerah pedesaan. Hal ini terbukti
dengan adanya data statistik yang menunjukkan bahwa pada
tahun 1971, di antara penduduk kota dalam batas umur 10-14

tahun telah ada yang bekerja atau mencari pekerjaan sekitar
7,1 persen, sedangkan di antara penduduk desa ada sekitar 18

persen-9

Undang-undang tenaga kerja tetah mendorong
meningkakrya perkembangan pasar tenaga kerja anak yang
bel,.erja di berbagai bidang baik sektor formal maupun
inlormal seperti beke{a di pabrik konveksi, pabrik rokolg
pernbantu rumah tangga buruh pada jermal-jermal, penjual

, Scndiun H. Ii,,a,n!bog, Pokok-Pok* Huloti, Xetetug.keri..a Di
Ia&*ia {zkarta: Bjmek,. Gpta, 1987), 3,

3 Pada masa yaag sama, Indie telah membcriL.rt bttaa uour bekcria
tlc.d.60 tehun &n Amcrik memb€rikan b.tas r rur 16 tahun-

e Seodiua H. Manulang, Pokok-Pobk Eurarn,....ibi4h. 1.
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koran, kuli angku! penjual kaki lima, prostitusi, dan
pekerjaan seadanya (serabutan) Iairurya. Sektor-sektor bidang
pekerja anak pada umumnya merupakan bidang-bidang
marginal dan tidak memerlukan keterampilan khusus.
Hampir keseluruhan pekerja anak bermotifkan ekonomi,
yang didasari oleh keterbatasan/ketiadaan biaya orang tua
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada tahun 1989 PBB mmgadopsi Konvensi Hak Anak
sebagai salah satu turunan dari Hak Asasi Manusia (tahun
1949). Semua kaidah FIAM berlaku juga pada IGIA, sehingga
KFIA merupakan turunan FIAM yang menyelwuh dan
berlaku universal. Dalam KHA, ada delapan hak anak yang
dibahas di antaranya adalah: perlindungan khusus, yang
meliputi; perlindungan bagi anak dalam situasi darurat
perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum,
perlindungan bagi anak dari eksploitasi dan kekerasan, dan
perlindungan bagi anak dari kelompok minoritas dan
masyarakat adat terasing.lo

llak-hak anak tersebut kemudian diratifikasi melalui
KEPPRES No. 36 tahun 1990 yang di dalamnya memuat 30

macam hak anak di antaranya adalah: perlindungan dari
bentuk diskriminasi dan hukumarl perlindungan dari
kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kebebasan
menyatakan pendapat, berfikir, berkeyakiran dan beragama,
hak atas pendidika4 perlindungan dari eksploitasi ekonomi,
perlindungan dari eksploitasi seksual dan hak dalam
memperoleh bantuan hukum.ll

KEPPRES di atas diharapkan memberikan dampak
positif terhadap usaha perlindungan anak, khususnya

o Choiri ABkolad, Peageabaagaa Desz Raaah Arrah (Pooorogo:
Utbarg PUSAR dan SIAIN Pooorogo Press, 2008), 17.

rr En&ag Sumiami dan Chandera Halin, Pe izdungan ltokuar
tefiadap Aaak dalaD, Ifukun Keluarga, (Yogyakarta: Univemitas
A.ttrr aiay a. 2!M), 3D,32-1.
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Erhadap pekerF anak dalam konteks kerru szuna
internasional. Mengingat permasalahan perlindungan anak
berkaitan erat dengan persoalan merrgurangi tingkat
kemiskinan (powty eleoation), meningkatkan program wajib
bel'ajar (conpulsory eihcaticn), dan dukungan teknis maupun
financial masyarakat intemasional yang dibutuhkan untuk
menghilangkan/mengurangi pekerja anak di Indonesia
(elimination of child labour).

PEKERJA ANAK PADA MASA RESESI EKONOMI1997

Setelah munculnya KEPPRES No. 36 tahun 1990 i*t r,g trrt -
hal anak, belum ada satupun undang-undang yang berisi
tentang hak anak khususnya yang menyangkut tentang
pekerja anak, kecuali INPRES No. 1 tahun 199.1 tentang
Kompilasi Hukum Islam. INPRES ini hanya mernbahas
tentang keperluan hidup anak apabila suami beriski lebih
dani satu, batas usia arnk anak salu dm tentang anak luar
kau,in dan tidak menyentuh p,roblem pekerja anak. Undang-
undlang yang muncul berikutnya adalah UU No. 10 tahun
799:2 yang juga tidak membahas persoalan pekerja anak

melainkan terfokus pada persoalan jumlah anak ideal dan
mengangkat anak, KB, dan pengaturan perencanaan jumlah
anak.

Tidak munculnya regulasi secara khusus terkait hak
anak khususnya pekeria anal ini semakin diabaikan ketika
Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 7997. h^l
tersebut dapat dicermati dari sikap pemer'mtah yang
ambivalen terhadap masalah ini. Penerapn disoetion clauatle

da-lzrm berbagai aturan hukum tentang ketenagakeriaa&
sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bal&an
mernberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasi pekerja

anak. Hal inipun ternyata masih dijumpai pada Undang-
Undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Keadaan sosial

dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada

baErs garis kemiskinan mendorong Erfadinya enkulturasi
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"bekerja membantu keluarga" pada anak dan berpengaruh

terhadap tumbuh kembang anak secara sehat.

Resesi ekonomi yang terjadi sejak pertmgahan tahun

19917 seakan membuyarkan sebuah harapan akan

menurumya dan bahkan hapusnya eksploitasi pekerja anak

di Indonesia. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat

dan semakin meningkatnya jumlah pemutusan hubungan
kerja secara mendad& bukan tidak mungkin akan
mengembalikan situasi kepada lingkungan masyarakat yang
sangat permisif terhadap eksploitasi pekerja anak seperti
yang terjadi pada periode awal setelah dicanangkarurya
deklarasi HAM.

PEKERJA ANAK PASCA KRISIS EKONOMI S.D.
SEKARANG

Bersamaan dengan tumbangnya rezim orde Baru dan
berlalunya krisis ekonomi, tepatnya di masa reformasi, ide,
ide segar bagi perkernbangan hukum yang membela
kepentingan anak mulai bergulir. Berbagai elemen
masyarakat dan pihak luar negeri mendesak agar pemerintah
merrrperhatikan nasib anak khususnya pekerja anak, dan
hasilnya pada tahun 2000 disahkan UU tentang
penaaggulangan pekerja anak yaitu UU No. 1 tahun 2000.

Undang-undang ini tampak lebih memadahi jika
dibandingkan dengan regulasi yang ada sebelumnya, karena
telah mengatur perlindungan bagr pekerja anak. Dalam
upaya penanggulangan pekerja anak, undang-undang ini
mmegaskan perlunya rnenghapus, mengurangi dan
melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar
terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan
bertrahaya.rz

12 Prsal 1 ryet 4 UU ,.o.1/?lJ00, Kcputu,aa Meadegd dan Otoaoai
Dee.el tenaag Pcazagg aag?n Pckerja ,lnalg (ekana: Diriea.
Pemberdayaen Masyaakat dao Desa" 2002), 3. eaak yang dimakeud ddam
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Terdapat beberapa bentuk-bentu-k pekerjaan terburuk
untuk anak yang hams segera ditanggulangi/dihapuskan, di
antaranya: 1) semua bentuk perbudakan dan praktek sei:nig
2) pelacuran, pomografi atau pertunjukan pomo,3) kegiatan
ilegal khususnya produksi dan perdagangan narkob4 dan 4)
pelerjaan yang apabila dilakukan dapat membahayakan jiwa
anark.l3 Program yang akan dilakukan menurut pasal 5
undang-undang ini adalalu
a. Pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anal,
b. Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anal

yang melakukan pekerjaan ringaru
c. Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja

dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan
wajar,

d. Pelalsanaan sosialisasi program PPA kepada pejabat
birokrasi pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan
rnasyarakat.u

Adapun program khusus dari penanggulangan
pekeda anak mmurut pasal 5 ayat 2 undang-undang ini
adalah:
a. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke

bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa,

b. Memberikanpendidikannon-formal,
c. Pelatihan ketrampilan bagi anak.ls

Untuk merealisasikan pelaksanaan PPA, biayanya bisa

dib,ebankan kepada; 1) masyarakat yang peduli terhadap
kes,ejahteraan arnk, 2) atau APBN, APBD Bantuan Luar

paeal iai berbc<la dcagaa raatr yaog dimdrgud dalem Lorrvcaei Il-O, y.itu
scdua an.L y.Dg b€rusia di beweh l8 tehun

e tu47.
! Ibi45.
B rbid.



Ridho, Pedindungan ... ', 05

Negeri, dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak
mengikatl6

Iebih lanju! undang-undang ini semakin mantap
dengan munculnya KEPPRES 59/2002 tentang Rencana Aksi
Nasional (RAN) yang untuk menghapus bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia.
Kemudian untuk mendukung usaha ini, dibentuk pula
undang-undang keterugakerjaan no. 13/20ffi.. Dalam
undang-undang ini dijelaskan bahwa pengusaha dilarang
mernpekerjakan anak (pasal 68), pasal ini dikecualikan bagi
anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun, untuk
melakukan pekerjaan ringaru sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (pasal

69 ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada
pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
59 ayat 1, harus memenuhi persyaratan:
a. Ijin tertulis dari orang tua atau wali,
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau

wali,
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam,
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu

sekolalu
e. Keselamatan dan kesehatan kerja
f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(psal69 ayat2).
Ketentuan yang dimaksud pada pasal 69 ayat 2 huruf 4

b, f, dan g, dikecualikan bagi anak yang beke{a pada usaha

keluarga (pasal 59 ayat 3). Dalam undang-undang
ketenagakerjaan ini juga dijelaskan tentang pek€rjaan yang
terburuk bagi anak yaitu:
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau

sejenisnya,

5 rud
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b. Segala pekerfaan yang memanfaatkaru menyediakan atau
mmawarkan anak untuk pelacura4 produksi
pertunjukan pomo atau perjudian

c. Segala pekerfaan yang memanfaatkan, menyediakan atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan
minuman keras, narkotika, psykotropika dan zat adiktif
lainnya, dan atau

d. Semua pekoj* yang membahayakan keehatarl
keselamatan atau moral anak (pasal 74 ayat2).

Menindaklanjuti UU No.1 tahun 20m lentang
penanggulangan pekerja aruk dan UU No. 13 tahun 20Gt di
atas, pada tahun 205 dikeluarkan Peraturan Preiden
tenbng Rencana Pembanguran fangka Menengah Nasional
(RPMI\| 2fi+200f, yang menyerukan perlunya dibentuk
sebuah wadah yang mampu mendengar dan menyuarakan
pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak
dalam proses pemtrangunanrz Ide Rencana Aksi Partisipasi
furak ini disanbut baik oleh berbagai elemeru bahkan di
berbagai daerah aksi tersebut sudah mulai dilakukan Di
Pemda Kabupaten Ponorogo, yang bekerjasama dmgan I.SM
PIJSAR dan KPPA misalnya telah melakukan Konggres
Anak pada tahun 20G.

Bila dicermati, undang-undang tentang perlindungan
terhadap pekerja anak, Peraturan Presideru dan respon
masyarakat/tSM dari waktu ke waktu sudah cukup
merrberikan instrumen yang kuat bagi penghapusan segala

kntuk kekerasan brhadap anak khususnya dalam pekerja
anak di bawah umur. OIeh karena itq agar tujuan ini bisa
direalisir, maka kerja sama dari berbagai pihak sangt
diperlukan.

o Kcmeotriaa Pemberdalaan Perernpuaa, Pedom t Pcbksaazla
Racaaa A"bi Pzrtitipzci AzzhNT.
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PENUTUP

Permasalahan pekerja anak sebenamya hampir menyerupai
sebuah gunung e6. Kompleksitas pada dasar
permasalahannya tidak tampalg sedangkan aktualisasi pada
permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap
anak hanya muncul sedikit Budaya masyarakat yang lebih
cenderung hrelslJat patriarchi dan berada pada kemiskinan
struktural telah mmciptakan suatu iklim yang permisif
terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan
perhatian brhadap kondisi pekerja anak di Indonesia
memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib
pekerja anak

Sementara mungkin merupalan salah
satu kata kunci yang dapat digurukan untuk
mempertahankan momentum pemberdayaan dan advokasi
terhadap pekerja anak, seperti yang telah dilakukan oleh ISM
dan KPA dalam usaln untuk menghilangkan praktek pekerja
anak di Indonesia. Di tengah krisis global ini, jaringan
kerjasama berbagai elemm masyarakat sangat diharapkan
agar dapat membantu memberikan pemecahan terhadap
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja anak di
Indonesia, yaitu: kemiskinan dan tingkat pendidikan yang
rendah.
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